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Abstract

This study aims to examine the effect of audit opinion, audit
findings, and follow-up on the level of corruption. This type of
research is causal associative with a quantitative approach.
The population used in this study were all district / city local

governments in West Sumatra Province in 2019-2021. The
sampling technique in this study used a total sampling
technique, there were 57 samples used as research samples.
The data used in this study are secondary data obtained from
the audit results of the Financial Audit Agency of the Republic
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of Indonesia, the Central Bureau of Statistics, the West
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Sumatra High Prosecutor's Office and the official website of
each agency. The analysis method used is the multiple
regression method. The results showed that audit opinion and
audit findings have a positive effect on the level of corruption,
follow-up on audit results has a negative effect on the level of
corruption. Simultaneously, these variables have a significant
influence on the level of corruption.
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PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah
korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan telah
menjadi masalah penting di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, data
Transparency International (T1) mengenai Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (Corruption
Perception Index) untuk tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-85 dari 180
negara; itu menerima nilai 40 pada skala 0 hingga 100, di mana nilai 0 menunjukkan tingkat
korupsi tertinggi di negara tersebut. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-102 dari
180 negara dengan nilai 37, dan pada tahun 2021, berada di peringkat ke-96 dari 180 negara
dengan nilai 38. Perubahan peringkat dan nilai dari 2019 hingga 2021 menunjukkan peningkatan
upaya Indonesia untuk memerangi korupsi. Namun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
masih di bawah rata-rata negara di ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Indonesia masih
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berada di posisi terendah di ASEAN dibandingkan dengan Singapura (peringkat 83), Malaysia
(peringkat 47), dan Thailand (peringkat 36).

Menurut laporan tren korupsi semester | 2022 dari Indonesia Corruption Watch (ICW),
252 kasus korupsi telah ditangani, 612 orang ditangkap, dan kerugian negara sebesar 33,6 triliun
rupiah. Data ini menunjukkan tingkat kasus korupsi yang tinggi di Indonesia. Di dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, penegak hukum memiliki 1.387
kasus yang akan diproses selama semester pertama tahun 2022. Namun, hanya 252 kasus yang
telah ditangani.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dalam analisis kasus korupsi berdasarkan
lokasi pada semester pertama tahun 2019 bahwa Sumatera Barat mencatat 8 kasus korupsi
dengan total kerugian negara (KN) sebesar 8,4 miliar rupiah dan suap senilai 493 juta rupiah.
Pada semester pertama tahun 2020, Sumatera Barat mencatat 3 kasus korupsi dengan total KN
sebesar 2,8 miliar rupiah. Pada semester pertama tahun 2021, Indonesia Corruption Watch
mencatat 6 kasus korupsi dengan total KN sebesar 2,8 miliar rupiah.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, sangat penting bagi aparaturnya untuk
mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Rini dan
Damiati (2017), temuan audit yang menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap
undang-undang dapat berfungsi sebagai indikator tingkat korupsi. Persepsi korupsi meningkat
dengan jumlah temuan audit yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, yang
menunjukkan Kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah yang buruk (Liu & Lin, 2012).

Hasil pemeriksaan dibagi menjadi tiga kelompok, menurut Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI). Mereka adalah Sistem Pengendailan Internal (SPI), Opini audit,
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).
Menurut Bastian (2018), opini audit adalah pertimbangan yang dibuat oeh profesional pemeriksa
mengenai kesesuaian dan kecukupan informasi yang didokumentasikan dalam laporan keuangan.
Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan,
kelengkapan pengungkapan, dan kinerja sistem pengendalian internal. Sebagaimana
dikemukakan oleh Bastian (2018), opini audit dapat dibagi menjadi empat kategori: WDP, TW,
KPD, dan WTP. Opini audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KPD)
telah meningkat pesat selama lima tahun terakhir (2015-2019). Dibandingkan periode
sebelumnya, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat sebesar 32% selama periode
tersebut. Sebaliknya, selama periode yang sama, jumah LKPD yang menerima opini TMP
menurun sebesar 4% (IHPS | BPK RI, 2020). Berbagai kementerian, lembaga negara, dan
pejabat pemerintah daerah sangat menginginkan opini audit WTP yang diberikan oeh BPK
karena ini merupakan ukuran penting tingkat keberhasilan praktik tata kelola pemerintahan
(Amyuianthy et a., 2020). Oleh karena itu, opini BPK sangat penting untuk mengawasi laporan
keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan dan mencegah
pelanggaran yang dapat membahayakan keuangan negara (Rini & Damiati, 2017).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah daerah adalah salah
satu cara penting untuk menilai kinerja pemerintahan. Dengan mendapatkan opini "Wajar Tanpa
Pengecualian” (WTP), pemerintah daerah dapat dianggap telah melaksanakan tata kelola
pemerintahan dengan baik. Ini dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan
tingkat korupsi. Masyitoh et a. (2015) mendukung gagasan ini dengan menemukan bahwa
tanggapan audit memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap persepsi korupsi; dengan
kata lain, semakin baik tanggapan laporan keuangan yang diterima, semakin rendah tingkat
korupsi.

Syahrir dan Suryani (2020) juga mengatakan bahwa ada hubungan antara keputusan BPK
dan tingkat korupsi. Artinya, ketika pemeriksaan menghasilkan opini yang positif, kemungkinan
korupsi berkurang. Selain opini, hasil audit menunjukkan tingkat korupsi. Namun menurut
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Lessmann dan Markwardt (2009) adanya desentralisasi dapat berkontribusi terhadap tingginya
tingkat korupsi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hasil audit pemerintah yaitu opini
audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Menurut Olken (2007), ada sedikit penelitian yang
menyelidiki hubungan antara audit pemerintahan dan korupsi. Menurut peneitian lain tentang
korupsi, pendapat yang diberikan oeh BPK RI terkait dengan tingkat korupsi; opini yang baik
menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam korupsi (Rini & Sarah, 2014). Penelitian Rini
dan Sarah (2014) mendukung penelitian Khair (2015) yang mengungkapkan bahwa opini audit
dan sistem pengendalian internal sangat memengaruhi kerugian negara yang menunjukkan
potensi penyimpangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kebijakan yang
lebih efisien untuk memitigasi korupsi di ranah pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia
dengan mendalamkan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi tingkat korupsi serta
peran sistem audit.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menciptakan teori keagenan, sebuah struktur konsep
yang menjelaskan hubungan kontrakual antara agen dan principal. Dalam situasi seperti ini,
entitas dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Teori keagenan menunjukkan
hubungan antara principal dan agen melalui penggunaan instrumen kontrak. Teori keagenan
menekankan penyelesaian dua masalah penting. Yang pertama adalah masalah agensi, yang
terjadi ketika tujuan dan kepentingan agen dan principal tidak selaras, dan membuat principal sulit
untuk memverifikasi kinerja sebenarnya agen. Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh
Eisenhardt (1989), adalah masalah pembagian risiko, yang terjadi ketika principal dan agen
memiliki preferensi yang berbeda dalam menangani risiko tertentu.

Teori Klitgaard

Telori Klitgaard, yang diajulkan olelh Robelrt Klitgaard, melnggambarkan konselp
korulpsi sebagai C = M + D - A, di mana Corruption (korulpsi) melrulpakan hasil dari
Monopoly (monopoli) ditambah Discreltion (diskrelsi) minuls Accountability (akuintabilitas).
Telori Klitgaard melnelkankan bahwa monopoli di tangan peljabat yang meimiliki kelkulasaan
uintulk melmbulat kebijakan tanpa akuntabilitas dapat melnyebabkan praktik korupsi. Penellitian ini
akan berrkonseintrasi pada aspelk akulntabilitas dari telori telrselbult.

Dalam situlasi ini, akulntabilitas telrkait delngan prinsip tata kellola pelruisahaan ataul
organisasi, yang melnuinjulkkan bahwa pihak belrwelnang belrtangguing jawab uintulk meimbulat
kebijakan dan meimbulat kelpultuisan (Gong, 2009). Salah satul cara ulntulk mengurangi korulpsi
adalah ketidakpastian, telrutama seftellah delseintralisasi kelkulasaan (Klitgaard, 1997).

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Melnulrult telori sinyal yang diulsullkan olelh Waul (2015), ageln, prinsipal, dan pihak luiar
dapat melngatasi keftidakselimbangan informasi delngan melngirimkan sinyal kelpada pulblik
mellaluli laporan kelulangan yang baik, pelhingkatan sisteim pelngeindalian intelrnal, dan
peningkatan transparansi peinguingkapan informasi. Pihak yang belrkelpelntingan dapat yakin
delngan informasi kelulangan yang disajikan olelh ageln delngan ulpaya ini. Dalam situlasi selpelrti
ini, mendapatkan peindapat indelpeindeln dari pihak ketiga telntang laporan kelulangan sangat
peinting.

Pelmelrintah ingin mengirimkan sinyal kejpada masyarakat, melnulrult telori sinyal Eivans
dan Patton (1987). Pelmelrintah akan belrulsaha uintulk meningkatkan keisadaran pulblik delngan
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berbagai cara, selpelrti membelrikan laporan kelulangan yang dapat diandalkan, melmpelrbaiki
sisteim pelngeindalian intelrnal, dan melngungkapkan informasi yang lebih lulas.

Tingkat Korupsi

Korulpsi umulmnya didefinisikan selbagai keluintuingan pribadi. Korulpsi yang
didefinisikan misalnya, penjulalan kekayaan nelgara selcara tidak sah olelh peljabat, kickbacks
dalam peihgadaan di sektor pemerintahan, penyulapan, dan “pencurian” (elmbeizzlelmeint) dana-
dana pemelrintah (Tulanakotta, 2010). Tingkat korulpsi adalah ulkulran yang melnulnjulkkan
selbelrapa melnyelbar korulpsi dalam sulatul nelgara ataul wilayah telrteintul. Menilai pelrselpsi
koruppsi, melnggulnakan indeks pelrselpsi korulpsi, ataul meihgguinakan indelks korulpsi yang
diterbitkan olelh organisasi intelrnasional telrkelmulka adalah belbelrapa indikator yang dapat
digunakan uintulk melnilai tingkat koruipsi. Tingkat korulpsi tinggi dapat berdampak belsar pada
kelmajulan elkonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat (Transparency
International, 2019).

Opini Audit

Opini auldit adalah elvalulasi indelpeindeln yang dibelrikan olelh aulditor melngelnai
keladaan laporan kelulangan sulatul pelrusahaan ataul lelmbaga sellama pelriodel waktul
telrtelntul (Sirelgar & Sari, 2020). Sulrat pelrnyataan melnulnjulkkan penilaian ini dan tingkat
kredibilitas laporan kelulangan telrselbuft. Selcara uimulm, opini auldit yang diberikan baik di
selktor swasta maulpuln publik dibagi menjadi eémpat katelgori: Tidak Melnyatakan Pelndapat
(TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Delngan Pelngelculalian (WDP), dan Wajar Tanpa Pelngelculalian
(WTP).

Temuan Audit

Telmulan auldit melrulpakan kasuis-kasuls yang ditelmulkan dalam pelmelriksaan BPK,
dalam hal ini peimelriksaan laporan keluangan pelmelrintah daelrah. Telmulan auldit dapat
dikelompokkan melnjadi dula, yaitul telmulan auldit atas sistelm peingelndalian intelrnal dan
telmulan auldit atas kettidakpatuhan terhadap pelratulran pelruindang-undangan. Hal telrselbult
melnulnjulkkan bahwa semakin banyak telmulan yang dilakulkan olelh Peimelrintah daelrah
menggambarkan semakin buruknya kinelrja Pemelrintah daerah telrselbult (Seldyaningsih, 2012).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Melnulrult Pasal 1 ayat 12 UIUI No. 15 tahuin 2004 meingeinai Pemelriksaan Peingellolaan
Dan Tangguing Jawab Kelulangan Nelgara, meindelfiniskan rekomelndasi adalah saran dari
pemelriksa berdasarkan hasil pemelriksaannya, yang dituljukan kelpada orang dan/ataul badan
yang belrwelnang ulntulkk mellakukan tindakan dan/ataul perbaikan. Rekomendasi diberikan oleh
BPK selbagai tindakan lelbih lanjuit dari teimulan audit yang berguna sebagai saran perbaikan
laporan kelulangan.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit laporan
keuangan menunjukan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan
keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktik korupsi.
Hubungan antara opini audit dan kinerja pemerintah daerah telah dibuktikan secara
empiris oleh Ismunawan, 2016 dimana opini audit memiliki pengaruh terhadap korupsi
pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Masyitoh dkk., 2015 yang
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menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin baik
opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan
pemerintah daerah.

Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Rini dan Sarah, 2014 yang
menyatakan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan
korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan
ketidakpatuhan atas perundangundangan. Huefner, 2011 melalui penelitiannya menyatakan
bahwa cara yang utama untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan adanya sistem
pengendalian internal yang kuat. Sehingga semakin banyak temuan kelemahan pengendalian
internal akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Ferraz dan Finan, 2011 menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan
akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan
Najahningrum, 2013 yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif
terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas DIY. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
ketidakpatuhan atas perundang-undangan akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan
kecurangan.

Penelitian lainnya terkait temuan audit dan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh
dkk., 2015 yang menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-
undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak jumlah temuan audit
ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, temuan audit dapat digunakan untuk mendeteksi adanya
korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Tingkat Korupsi

Menurut Liu dan Lin, 2012, pembetulan setelah adanya proses audit lebih penting dari
deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat
meningkatkan efektivitas proses audit. Hal serupa dikemukakan oleh Umar, 2012 bahwa dengan
adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah
terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan
melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah
berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.

Penelitian lainnya terkait hubungan tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi dilakukan
oleh Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif
terhadap persepsi korupsi. Hasil serupa dikemukakan oleh Liu dan Lin, 2012 bahwa tindak lanjut
hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Semakin banyak rekomendasi auditor
yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah.
Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki
pengaruh terhadap korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:
H3: Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausalitas yang dimana menggunakan
pendekatan kuantitatif. Menurut konsep yang diuraikan Selkaran dan Boulgiel (2013), ada tiga
katelgori pelnellitian: elksploratif, delskriptif, dan kaulsal. Populasi yang diambil dalam
penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Selcara
kelsellurulhan, ada 19 pelmelrintahan kabulpateln/kota yang telrmasulk dalam popullasi. Sehingga
sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 sampel. Teknik pengambilan sampel yg digunakan
dalam penelitian ini ialah Total sampling.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data tersebut didapatkan
dengan cara menggunakan data Laporan Kelulangan Pelmelrintahan Daelrah (LKPD), IHPS
(Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dan Laporan Hasil Pelmelriksaan (LHP) ulntulk pelriodel
tahuln 2019-2021 dari Peimelriksa Kelulangan (BPK) Republik Indonesia dan BPK Sulmatelra
Barat. Data jumlah kasus korupsi kabupaten/kota dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta
data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Liniera Berganda
dengan bantuan program SPSS 26. Tahap yang digunakan dalam menguji hipotesis pada
penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif, analisis induktif, uji asumsi Kklasik, uji model dan
pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

Analisis Statistik Deskriptif

N  Minimum Maximum  Mean Std. Deviation
Tingkat Korupsi 57 .000 1.127 20502 214879
Opini Audit 57 0 1 .96 .186
Temuan Audit 57 .163 3.369 .94600 793167
Tindak Lanjut Hasil Audit 57 0 59424 6341.28 11078.469
Valid N (listwise) 57

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 57 sampel. Pada variabel Tingkat Korupsi memiliki nilai terendah 0,000 dan nilai
tertinggi 1,127 dengan rata-rata 0,205 dan standar deviasi sebesar 0,214. Variabel Opini Audit
memiliki nilai terendah O dan nilai tertinggi 1 dengan rata-rata 0,96 dan standar deviasi sebesar
0,186. Variabel Temuan Audit memiliki nilai terendah 0,163 dan nilai tertinggi 3,369 dengan rata-
rata 0,946 dan standar deviasi sebesar 0,793. Variabel Tindak Lanjut Hasil Audit memiliki nilai
terendah O dan nilai tertinggi 59.424 dengan rata-rata 6.341,28 dan standalr deviasi sebesar
11.078,47.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara
linier antara dua atau lebih variabel independen denganl satu variabel dependen (Priyatno, 2014).
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini. Peneliti menggunakan IBM SPSS 26 untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Penelitian ini telah melewati uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolonieritas, uji auto
korelasi, dan uji heteroskedastisitas.
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Tabel 2
Analisis Regresi Linear Berganda
Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 158 158 1.004 320
Opini Audit -.076 .150 -066 -.509 613
Temuan Audit 113 034 418 3.309 .002
Tindak Lanjut Hasil 2.143E-6 .000 110 .822 415

Audit
Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 diatas, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Y =0,158 - 0,076 X1 + 0,113 X2 + 2,143E-6 X3 + 0,158

Nilai Konstanta yang tercantum sebesar 0,158, dapat diartikan jika variabel opini
audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit dianggap konstan (0), maka tingkat korupsi
adalah sebesar 0,158 satuan.

Koefisien regresi variabel opini audit (b1) bernilai negatif sebesar — 0,076. Hal ini
menunjukkan bahwa opini audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan
menaikkan tingkat korupsi sebesar — 0,076 satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau
tetap. Koefisien regresi variabel temuan audit (b2) bernilai positif sebesar 0,113. Hal ini
menunjukkan bahwa temuan audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan
menaikkan tingkat korupsi sebesar 0,113 satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau
tetap. Koefisien regresi variabel tindak lanjut hasil audit (b3) bernilai positif sebesar 2,143E-
6. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit mengalami peningkatan sebesar satu
satuan, maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 2,143E-6 satuan dengan asumsi
variabel lain konstan atau tetap. Error yang terdapat dalam persamaan regresi sebesar 0,158.
Error ini menunjukkan adanya resiko kesalahan dan bermakna sedikit atau banyak keputusan
dalam penolakan atau penerimaan hipotesis mengandung kemungkinan terjadi kesalahan.

Pengujian Hipotesis

Uji F
Tabel 3 Uji F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 603 3 201  5.376 .003°
Residual 1.982 53 037
Total 2.586 56

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai Fniwng Sebesar 5,376 > Fpel Sebesar 2,779
dan nilai signifikan sebesar 0.003 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa Opini Audit,
Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit secara simultan memiliki pengaruh signifikan
terhadap Tingkat Korupsi karena Fhiwng > Frabel dan signifikansi < 0.05.
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Uji Koefesien Determinasi (R-Square)

Tabel 4
Uji Koefesien Determinasi (R?)

Std. Error of Durbin-
Model R R Square Adjusted R Square the Estimate Watson

1 4832 233 190 193402 2.260
Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4, nilai Adjusted R Square sebesar 0.190 atau 19%. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel independen
(Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit) terhadap variabel dependen
(Tingkat Korupsi) sebesar 19%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik
T
Tabel 5 Uji Statistik
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 158 158 1.004 320
Opini Audit -.076 .150 -066 -.509 613
Temuan Audit 113 .034 418 3.309 .002
Tindak Lanjut Hasil 2.143E-6 .000 110 .822 415
Audit

Sumber: Data sekunder dioah, 2024

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 5, pengujian hipotesis pertama
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi diperoleh
nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar — 0.076. Pada tahapan pengolahan data juga
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,613 dan nilai t-hitung sebesar — 0.509. Hasil yang
diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05 dan t-hitung —
0.509 < 1.672 yang menunjukkan opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.
Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 ditolak.

Pada pengujian hipotesis kedua yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh temuan
audit terhadap tingkat korupsi diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar
0,113. Pada tahapan pengolahan data juga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 dan
nilai t-hitung sebesar 3.309. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan t-hitung 3.309 > 1.672 yang menunjukkan temuan
audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2
diterima.

Pada pengujian hipotesis ketiga yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindak
lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif
sebesar 2,143E-6. Pada tahapan pengolahan data juga diperoleh nilai signifikansi sebesar
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0,415 dan nilai t-hitung sebesar 0.822. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa
nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05 dan t-hitung 0.822 < 1.672 yang menunjukkan tindak
lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat disimpulkan
hipotesis 3 ditolak.

PEMBAHASAN
Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa opini audit berpengaruh
negatif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini ditemukan
bahwa H1 ditolak karena thitung Sebesar — 0.509 < tinel Sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,613 > 0.05. Artinya, opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Opini
audit yang baik tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintah kabupaten/kota dari
korupsi. Hal ini disebabkan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota
adalah baik dan penyajian laporan keuangannya wajar, bukan benar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Heriningsih dan Marita, 2012 yang menyatakan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh
terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota yang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun disclaimer tetap terindikasi
melakukan tindak pidana korupsi.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh
positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini ditemukan
bahwa H2 diterima karena tnitung Sebesar 3,309 > tanel Sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,002 < 0.05. Artinya, temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dalam hal
ini semakin banyak temuan audit ditemukan bisa menjadi jaminan mengukur potensi ada atau
tidaknya tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liu dan
Lin, 2012, yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat
korupsi provinsi di China. Selain itu Huefner, 2011 yang menyatakan bahwa temuan
audit atas sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi
kecurangan di pemerintah daerah.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Tingkat Korupsi

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit
berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini
ditemukan bahwa H3 ditolak karena thitung Sebesar 0.822 < tiner Sebesar 1.672 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,415 > 0.05. Artinya, tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh
terhadap tingkat korupsi. Dalam hal ini semakin banyaknya tindak lanjut audit yang dilihat
dari nilai perkapita yang diserahkan ke kas Negara tidak mempengaruhi tingkat korupsi.

Menurut Umar, 2012 dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil
keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan,
penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melakukan apa yang telah
direkomendasikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah kabupaten
telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan, pengendalian internal dan kinerjanya
sehingga pada akhinya tingkat korupsi provinsi menurun.
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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka
hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Opini Audit dan Tindak Lanjut Hasil
Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi. Temuan Audit berpengaruh terhadap
Tingkat Korupsi.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian
sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini,
diantaranya: Penelitian ini merupakan metode pendekatan kausalitas dengan menggunakan
data sekunder. Variabel opini audit dan tindak lanjut hasil audit dalam penelitian ini masih
terlalu rendah dalam memberikan pengaruh atau keterkaitan terhadap tingkat korupsi.
Tingkat generalisasi hasil penelitian ini masih belum tinggi dikarenakan sampel yang diambil
dan digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintahan kabupaten/kota di 1 provinsi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, saran yang bisa diberikan peneliti
adalah sebagai berikut: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lebih banyak
literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diambil. Penelitian ini masih terbatas
pada opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi, untuk
penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan terhadap variabel bebas penelitian untuk
menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi seperti
pengungkapan laporan keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, kapabilitas internal auditor
atau kinera keuangan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari
seluruh kabupaten/kota dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga
hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
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